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ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus tindak pidana jarimah terhadap anak di bawah
umur, yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Blangpidie. Dalam kasus
ini pelaku dinyatakan bebas oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dikarenakan
ketidakyakinan hakim terhadap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
Putusan MS Blangpidie yang menyatakan pembebasan terhadap pelaku jarimah anak
di bawah umur telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 180 Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta analisis hukum terhadap
putusan hakim yang menyatakan pembebasan terhadap pelaku Tidak Pidana Jarimah.
Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan hakim Nomor
1/JN.Anak/2022/MS.Bpd bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Hakim
dalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan kekuatan terhadap alat bukti
yang diajukan pihak korban di pengadilan. Kemudian menurut hakim bukti dianggap
tidak cukup kuat untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana dalam kasus ini
adalah sangat tidak tepat menurut penulis, karena terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) alat
bukti yang diatur dalam Pasal 184 KHAP sehingga dengan memperhatikan 2 alat bukti
ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi. Karena jika dilihat dari Undang-Undang
dan Qanun Acara Jinayat Bukti sudah cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
membuktikan suatu tindak pidana dalam kasus ini.

Disarankan kepada aparat hukum lebih mengacu pada ketentuan alat bukti yang
diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam menangani suatu kasus tindak
pidana terutama Jarimah, kemudian hakim untuk lebih memperhatikan kekuatan alat
bukti yang diajukan ke persidangan agar tidak ada lagi pengulangan tindak pidana
sehingga menjadi contoh dalam masyarakat.

Kata Kunci: Jarimah Anak, Pembebasan, Alat Bukti

1 Mahasiswa
2 Dosen Pembimbing
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ABSTRACT

This study discusses cases of criminal acts against minors, which occurred in
the jurisdiction of the Blangpidie Syar'iyah Court. In this case the perpetrator was
declared acquitted by the Blangpidie Syar'iyah Court judge due to the judge's lack of
confidence in the evidence presented at the trial.

The purpose of writing this thesis is to find out the judge's considerations in the
MS Blangpidie Decision which states that the release of the perpetrators of juvenile
crime is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article
180 of Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law, as well
as a legal analysis of the judge's decision stating acquittal of the non-criminal of
Jarimah. This study uses a normative juridical research method with a Legislation
approach and case aproach.

The results of the study show that the judge's decision Number
1/IN.Anak/2022/MS.Bpd contradicts the Criminal Procedure Code and Aceh Qanun
Number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law. The judge in making his
decision did not pay attention to the strength of the evidence presented by the victim in
court. Then according to the judge the evidence is considered not strong enough to
prove that a crime has occurred in this case is very inappropriate according to the
author, because there are 3 (three) of the 5 (five) pieces of evidence regulated in Article
184 KHAP so that by taking into account 2 pieces of evidence plus conviction judge
has been fulfilled. Because when viewed from the Law and Qanun on Jinayat
Procedures, the evidence is sufficient and can be accounted for to prove a criminal act
in this case.

It is recommended that the legal apparatus refer to the provisions of the
evidence set forth in the legislation in handling a criminal case, especially Jarimah,
then the judge to pay more attention to the strength of the evidence submitted to the
trial so that there will be no repetition of criminal acts so that they become an example
in society.

Keywords: Child Fingering, Release, Evidence
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tindak kejahatan merupakan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan
masyarakat karena mengganggu ketentraman individu bagi generasi penerus
bangsa. Salah satu kejahatan yang sering dialami anak adalah kekerasan seksual.
Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan untuk menjamin tumbuh
kembangnya serta jaminan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh serasi, serasi,
dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan
dukungan baik berupa kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap
dan memadai.?

Menyangkut hal di atas penulis melihat dan menilai begitu banyak tindakan
melawan hukum salah satu yang paling menonjol adalah tindakan kekerasan
seksual kepada anak di bawah umur khususnya di Aceh. Jika kita lihat Aceh
merupakan daerah yang mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan daerah
lain sebab Aceh diberikan otonomi khusus di mana dalam hal tersebut Aceh
berhak mengurus serta membuat aturan sendiri yang dikenal dengan istilah Qanun
Aceh. Qanun sendiri sejajar dengan Perda jika di daerah lain, di dalam Qanun

Aceh ada beberapa hal yang dimuat salah satu nya yakni terkait dengan

% Darwan Prints, S. H, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, him 2.



pemerkosaan yang dimasukan ke dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pada
Pasal 50 Qanun Aceh.*

Dalam Pasal lain tepatnya pada Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh No. 4 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan: “Perkosaan adalah persetubuhan antara
alat kelamin atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lain yang
digunakan pelaku, atau di dalam tubuh korban. kemaluan atau dengan mulut
pelaku atau terhadap mulut kemaluan korban dan kemaluan pelaku dengan
kekerasan atau paksaan atau korban kepada Wardjono Projodikoro
mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa
seorang wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan seks sehingga dia tidak
dapat membela diri, maka dia dipaksa untuk berhubungan seks.”.>

Akhir-akhir ini Aceh dihebohkan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak
di bawah umur salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat Aceh terutama
masyarakat Blangpidie hal ini dikarenakan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah
Blangpidie memvonis bebas pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang
kemudian menjadi sorotan beberapa media dan masyarakat yang geram dan

merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut. Dalam kasus ini anak pelaku

pemerkosaan juga masih di bawah umur menurut Undang-undang.®

4 https://dsi.acehprov.go.id.Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf,
Pada pasal 1 angka 2, Diakses pada, Senin 15 Agustus 2022, pukul 14:00 Wib.

> Prodjodikoro, W. (1986). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit Eresco,
Bandung, him. 15.

6 Agus Setiadi, “Pemerkosa Bocah 7 Tahun Divonis Bebas, Qanun Jinayat Dinilai Masih
Lemah”, diakses pada situs, https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6199255/pemerkosa-


https://dsi.acehprov.go.id.qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat.pdf/

Dalam media yang melakukan wawancara terhadap pemerhati isu anak
terkait kasus ini menyatakan Qanun Jinayat masih sangat lemah, Firdaus Nyak
Idin mengatakan bahwa dalam Qanun disebutkan pemerkosaan yang terjadi harus
dibuktikan nyata. Padahal pelaku melakukan secara sembunyi dan tanpa saksi
yang melihat. Selain itu, pembebasan Anak terdakwa juga dinilai akibat lemahnya
kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian. Akibatnya,
pemerkosaaan yang dilakukan tidak terbukti.’

Inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti serta
membahas terkait bagaimana tinjauan yuridis dalam putusan di atas dengan judul:
“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Jarimah Anak Di bawah Umur (Putusan Mahkamah Syar’iah Nomor 1/JN.
ANAK/2022/MS. Bpd)”

B. Kasus Posisi

Pada hari Jum’at tanggal 17 bulan Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah kamar
dalam rumah saksi | (nenek dari anak pelaku) yang beralamat di Desa XXXXxX
XXXXXXXXXX Kecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Mahkamah Syar’iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili

bocah-7-tahun-divonis-bebas-ganun-jinayat-dinilai-masih-lemah diakses pada Minggu, 14 Agustus,
04:28 WIB.
7 Ibid.



perkara ini “yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap
anak” yaitu anak korban (SW) yang masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan
kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-1.T-19052015-0010 tanggal 19 Mei 2015
yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Mei 2014, adapun
perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan anak pelaku dengan cara-cara
sebagai berikut:®

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas anak
korban (SW) datang ke rumah tersebut yang berdekatan dengan tempat tinggal
Anak Korban (£ 30 meter) untuk bermain dan anak korban bertemu dengan saksi
Il (kakak dari anak pelaku) yang sedang bermain Tik Tok sehingga anak korban
ikut bermain Tik Tok dengan saksi Il. Kemudian saksi Il ingin buang air kecil ke
kamar mandi, lalu Anak korban menemani dan mengikuti saksi Il buang air kecil
ke kamar mandi, lalu saksi Il berjalan duluan ke kamar mandi dan anak korban
berjalan di belakang saksi Il ke kamar mandi yang mana anak korban mengikuti
saksi Il dari belakang, tiba-tiba anak pelaku menarik tangan sebelah kiri anak
korban dan membawa anak korban ke kamar saksi Il lalu Anak pelaku mendorong
dengan kuat tubuh anak korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur saksi II,
selanjutnya anak pelaku langsung membuka celana serta celana dalam anak
korban hingga ke lutut anak korban, kemudian anak pelaku membuka celana nya

sendiri sampai ke lutut sehingga anak korban melihat kemaluan anak pelaku

8 Putuan Mahkamah Syar’iah Blangpidie Nomor 1/JN. Anak/2022/MS.Bpd.



selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak
korban selama + 1 (satu) menit sebanyak 1 (satu) kali,

Anak korban kemudian melakukan perlawanan dengan menendang perut
anak pelaku sehingga anak pelaku menjauh dari anak korban selanjutnya anak
korban menjerit karena anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban
namun tidak ada yang mendengar lalu anak korban menjerit kedua kalinya
sehingga di dengar saksi | (nenek dari anak pelaku) saat itu anak korban langsung
memakai celana dan celana dalamnya sendiri dan saksi Il melihat anak pelaku
masih dalam keadaan celana di lutut sehingga saksi I memukul anak pelaku
dengan menggunakan sapu di betis anak pelaku sebanyak + 5 (lima) kali dan saksi
I juga masuk ke dalam kamarnya tersebut dengan membawa tali pinggang dan
juga ikut memukul Anak pelaku di betis Anak pelaku.

Selanjutnya saksi | memeriksa celana dalam anak korban yang sudah
berdarah dan saksi Il memberikan tisu sebanyak 2 (dua) lembar kepada anak
korban dan saksi | mengatakan “jangan bilang mamak ya masalah ini” dan saksi
Il juga mengatakan kepada anak korban “ni kakak kasih tisu, jangan kasih tau
mamak ya” selanjutnya anak korban mengelap kemaluannya dengan
menggunakan tisu tersebut dan anak korban membuang tisu ke dalam selokan.
Selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumahnya, saat anak korban sampai
ke rumahnya ibu dari anak korban yakni saksi Il langsung memeriksa celana
dalam anak korban yang mana saksi Il selalu memeriksa celana dalam anak

korban, karena anak korban masih sering buang kotoran di celananya, selanjutnya



saksi Il menanyakan mengapa celana dalam anak korban berdarah dan anak
korban menceritakan perihal kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh anak
pelaku.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami sakit di
kemaluannya dan anak korban takut jika bertemu dengan anak pelaku.

Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis tanggal 02 Januari 2022 yang
ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog telah dilakukan pemeriksaan
terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan psikologis:

1. Kondisi psikologis subjek pada saat pemeriksaan dilakukan:
a. Subjek terlihat masih terus teringat peristiwa kekerasan seksual tersebut
b. Saat bercerita Subjek terlihat marah dan benci pada pelaku.

2. Gangguan psikologis yang dialami subjek pasca peristiwa tersebut:

a. Indikasi trauma psikologis pada subjek dengan symptom-symptom
sebagai berikut; Subjek mengalami gangguan tidur berupa mengigau,
mimpi buruk, menendang-nendang sambil tidur, terus terbayang-bayang
peristiwa tersebut, perasaan marah dan benci pada pelaku.

b. Indikasi psikosomatis berupa demam dan mencret serta sakit pada vagina
pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut.®

Berdasarkan isi surat Visum Et-Repertum Nomor : 03/VER/1/2022 tanggal
04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Igbal, SpOG telah
dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:

a. Pasien dalam posisi telentang;

b. Tampak alat kelamin luar perempuan:
a.) Vulva dan sekitar anus dalam batas normal,
b.) Clitoris dan uretra dalam batas normal,
c.) Selaput dara tampak robekan tidak beraturan arah jarum jam 1. 9 dan 12;
d.) Lubang kemaluan tidak ditemukan darah, maupun keputihan.
Dengan kesimpulan ditemukan luka robek tidak beraturan pada selaput
darah akibat ruda paksa tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

9 Laporan Pemeriksaan Psikologis tanggal 02 Januari 2022.



Nomor 1109-1.T-19052015- 0010 vyang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simeulue tanggal 19 Mei 2015
yang ditandatangani oleh Yusni Yusuf, SE, menerangkan bahwa anak
korban XXXXXXX XXXXXX lahir di Krueng Batee pada tanggal 10 Mei
201410

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3170/IST-11/2010 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nagan Raya
tanggal 05 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Cut Usman, TA
menerangkan bahwa anak pelaku lahir di Simpang Peuet pada tanggal XX XXXXXxx
20xX.

Dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie
berdasarkan ~ Putusan =~ Mahkamah  Syar’iyah ~ Blangpidie =~ Nomor:
1/JN.Anak/2022/MS. Bpd berpendapat bahwa Anak tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat, kemudian membebaskan anak oleh karena itu dari semua dakwaan
Penuntut Umum, memulihkan hak-hak anak dalam kemampuan, kedudukan,
harkat serta martabatnya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mencoba agar tidak

menyimpang dari judul yang diberikan, menyoroti beberapa rumusan masalah,

antara lain:

10 Surat Visum Et-Repertum Nomor: 03/VER/1/2022 tanggal 04 Januari 2022.



1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan MS Blangpidie Nomor
1/IN.Anak/2022/MS. Bpd telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal
180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat?

2. Apakah analisa hukum dalam Putusan MS Blangpidie Nomor
1/JN.Anak/2022/MS. Bpd terhadap pelaku Jarimah anak di bawah umur?

Ruang Lingkup

Penulis menetapkan secara langsung batasan ruang lingkup penelitian ini,
untuk mencapai tujuan utama penelitian ini dipandang perlu membatasi ruang
lingkup pembahasan pada wilayah peradilan pidana yang berpusat pada tindak
pidana jarimah pada Putusan MS Blangpidie Nomor 1/JN. Anak/2022/MS. Bpd.

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MS Blangpidie Nomor
1/JN.Anak/2022/MS. Bpd telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal
180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat atau
tidak.

2. Untuk mengetahui analisa hukum dalam Putusan MS Blangpidie Nomor
1/JN.Anak/2022/MS. Bpd terhadap pelaku Jarimah anak di bawah umur.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang segala sesuatu
diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian karena dengan

menggunakan metode penelitian yang tepat akan memberikan keabsahan data dan



dapat memudahkan penelitian terhadap masalah tersebut. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lokasi Penelitian
Penelitian Ini dilakukan di Kabupaten Blangpidie, terkait dengan Kasus
Tindak Pidana Jarimah tepatnya di Mahkamah Syar’iah Blangpidie sebagai
salah satu instansi yang berwenang penuh dalam penegakan hukum masalah
yang sedang penulis lakukan.
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Menurut Soerjono Soekanno, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi
dua jenis penelitian menurut tujuan penelitiannya, yaitu penelitian normatif dan
penelitian empiris.!* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian normatif. Penelitian ini disebut juga sebagai pendekatan
doktrinal atau penelitian hukum normatif karena hanya menitikberatkan pada
peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan penelitian
kepustakaan (libary researh). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case
Approach).
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan

pendekatan hukum (statut approach) dan pendekatan kasus (case approach),

11 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, him.
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maka informasi yang digunakan adalah informasi sekunder, yaitu informasi
yang diperoleh secara tidak langsung tetapi dari sumber lain, yaitu informasi
dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Walaupun data utama
dalam penelitian ini merupakan data sekunder, namun penulis juga tidak dapat
mengesampingkan data primer, namun data premier ini hanya mendukung data
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan
memberikan konsep dan doktrin teoritis, pendapat atau gagasan dari bahan
berupa buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Sumber data penelitian ini diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan

kajian pustaka, yang meliputi:
a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;
6) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan
hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ahli hukum dan bahan
dokumenter lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan
petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer, dan bahan hukum
sekunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah atau surat kabar jika
memuat informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian.
4. Analisis Data
Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang selama ini dilakukan
dengan menelaah hasil pengolahan bahan penelitian dalam bentuk kajian
pustaka. Analisis hasil penelitian ini dilakukan melalui kritik, dukungan atau
komentar, setelah itu hasil penelitian dilengkapi dengan pemikiran sendiri dan
dengan bantuan pencarian literatur. Metode analisis penelitian hukum normatif
jenis ini berbentuk metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan
penilaian (justifikasi) tentang benar atau salahnya objek kajian, atau apa yang
seharusnya menurut hukum.*? Data yang diperoleh, baik primer maupun

sekunder, kemudian dianalisis secara preskriptif, selain itu materi ditulis secara

12 M. Endriyo Susila et al, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, him. 40-41.
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deskriptif untuk memungkinkan data berbasis teori diterjemahkan dan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian ini.
Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam karya
ini, pembahasan dan penulisan dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB | merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, kasus, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan
skema pembahasan.

BAB Il merupakan rangkuman putusan dan landasan teori, memaparkan
bagian-bagian penting putusan, putusan dan hukuman, serta gambaran umum
tindak pidana Jarimah.

BAB 11l merupakan Bab hasil penelitian, yang di dalamnya menguraikan
tentang pertimbangan hukum terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah
Blangpidie Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan analisa pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

BAB IV merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan yang ditarik

dari hasil penelitian dan memberikan saran yang berguna.



BAB |1

RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK

A. Ringkasan Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor:
1/IN.Anak/2022/MS.Bpd
1. Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa ia Anak Pelaku (RA) berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3170/IST-11/2010 tanggal 05 November 2010
yang menyatakan bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal xx Xxxxxxx 20xx.
Pada hari Jum’at tanggal 17 bulan Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah kamar
dalam rumah saksi (Nenek dari Anak Pelaku) yang beralamat di Desa XXXXXX
XXXXXXXXXX  Kecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya atau
setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini “yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap
anak” yaitu Anak Korban (SW) yang masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-1.T-19052015-0010 tanggal 19 Mei 2015
yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2014,
adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Anak Pelaku dengan cara-

cara sebagai berikut:

13
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Pada hari Jum’at tanggal 17 bulan Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah
kamar dalam rumah saksi | (nenek dari anak pelaku) yang beralamat di Desa
XXXXXX XXXXXXXXXX Kecamatan Xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Mahkamah Syar’iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini “yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan
terhadap anak” yaitu anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun
berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-1.T-19052015-0010
tanggal 19 Mei 2015 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal
10 Mei 2014, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan anak
pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:*3

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas anak
korban datang ke rumah tersebut yang berdekatan dengan tempat tinggal Anak
Korban (x 30 meter) untuk bermain dan anak korban bertemu dengan saksi 11
(kakak dari anak pelaku) yang sedang bermain Tik Tok sehingga anak korban
ikut bermain Tik Tok dengan saksi 1l. Kemudian saksi Il ingin buang air kecil
ke kamar mandi, lalu Anak korban menemani dan mengikuti saksi Il buang
air kecil ke kamar mandi, lalu saksi Il berjalan duluan ke kamar mandi dan

anak korban berjalan di belakang saksi Il ke kamar mandi yang mana anak

13 putusan Mahkamah Syar’iah Blangpidie Nomor 1/JN. Anak/2022/MS.Bpd.



15

korban mengikuti saksi Il dari belakang, tiba-tiba anak pelaku menarik tangan
sebelah kiri anak korban dan membawa anak korban ke kamar saksi Il lalu
Anak pelaku mendorong dengan kuat tubuh anak korban hingga terjatuh ke
atas tempat tidur saksi II.

Selanjutnya anak pelaku langsung membuka celana serta celana dalam
anak korban hingga ke lutut anak korban, kemudian anak pelaku membuka
celana nya sendiri sampai ke lutut sehingga anak korban melihat kemaluan
anak pelaku selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya ke dalam
kemaluan anak korban selama + 1 (satu) menit sebanyak 1 (satu) kali, lalu
anak korban melakukan perlawanan dengan menendang perut anak pelaku
sehingga anak pelaku menjauh dari anak korban selanjutnya anak korban
menjerit karena anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun
tidak ada yang mendengar lalu anak korban menjerit kedua kalinya sehingga
di dengar saksi | (nenek dari anak pelaku) saat itu anak korban langsung
memakai celana dan celana dalamnya sendiri dan saksi | melihat anak pelaku
masih dalam keadaan celana di lutut sehingga saksi I memukul anak pelaku
dengan menggunakan sapu di betis anak pelaku sebanyak + 5 (lima) kali dan
saksi Il juga masuk ke dalam kamarnya tersebut dengan membawa tali
pinggang dan juga ikut memukul Anak pelaku di betis Anak pelaku.

Selanjutnya saksi | memeriksa celana dalam anak korban yang sudah
berdarah dan saksi 11 memberikan tisu sebanyak 2 (dua) lembar kepada anak

korban dan saksi | mengatakan “jangan bilang mamak ya masalah ini” dan
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saksi 1l juga mengatakan kepada anak korban “ni kakak kasih tisu, jangan
kasih tau mamak ya” selanjutnya anak korban mengelap kemaluannya dengan
menggunakan tisu tersebut dan anak korban membuang tisu ke dalam selokan.
Selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumahnya, saat anak korban
sampai ke rumahnya ibu dari anak korban yakni saksi 111 langsung memeriksa
celana dalam anak korban yang mana saksi I11 selalu memeriksa celana dalam
anak korban, karena anak korban masih sering buang kotoran di celananya,
selanjutnya saksi Il menanyakan mengapa celana dalam anak korban
berdarah dan anak korban menceritakan perihal kejadian yang dialaminya
yang dilakukan oleh anak pelaku. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak
korban mengalami sakit di kemaluannya dan anak korban takut jika bertemu
dengan anak pelaku.

Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis tanggal 02 Januari 2022
yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog telah dilakukan
pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan psikologis:

3. Kondisi psikologis subjek pada saat pemeriksaan dilakukan:

a. Subjek terlihat masih terus teringat peristiwa kekerasan seksual

tersebut

b. Saat bercerita Subjek terlihat marah dan benci pada pelaku.

4. Gangguan psikologis yang dialami subjek pasca peristiwa tersebut:

a. Indikasi trauma psikologis pada subjek dengan symptom-symptom

sebagali berikut; Subjek mengalami gangguan tidur berupa mengigau,

mimpi buruk, menendang-nendang sambil tidur, terus terbayang-
bayang peristiwa tersebut, perasaan marah dan benci pada pelaku.
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b. Indikasi psikosomatis berupa demam dan mencret serta sakit pada
vagina pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut.'*

Berdasarkan isi surat Visum Et-Repertum Nomor : 03/VER/1/2022
tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Igbal,
SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil
pemeriksaan:

h. Pasien dalam posisi telentang;
I. Tampak alat kelamin luar perempuan:

a. Vulva dan sekitar anus dalam batas normal;

b. Clitoris dan uretra dalam batas normal,

c. Selaput dara tampak robekan tidak beraturan arah jarum jam 1. 9 dan

12;

d. Lubang kemaluan tidak ditemukan darah, maupun keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek tidak beraturan pada selaput
darah akibat ruda paksa tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 1109-1.T-19052015- 0010 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simeulue tanggal 19 Mei 2015
yang ditandatangani oleh Yusni Yusuf, SE, menerangkan bahwa anak
korban XXXXXXX XXXXXX lahir di Krueng Batee pada tanggal 10 Mei
2014.55

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3170/IST-11/2010 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nagan Raya
tanggal 05 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Cut Usman, TA
menerangkan bahwa anak pelaku lahir di Simpang Peuet pada tanggal xx
XXXXXXX 20xx. Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

14 Laporan Pemeriksaan Psikologis tanggal 02 Januari 2022.
15 Surat Visum Et-Repertum Nomor: 03/VER/1/2022 tanggal 04 Januari 2022.
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Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.®
. Tuntutan (Requisitor)
Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada
pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Anak (RA) telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah menurut hukum “Yang dengan sengaja melakukan
Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam
Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak (RA) dengan pidana penjara
selama 60 (enam puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Kelas 1l Banda Aceh dengan dikurangkan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa Anak;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna ungu muda polos dan ada
bercak darah;
b) 1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna

hitam dan putih dan ada bercak darah;

16 Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-15/BLP/02/2022 tanggal 17 Februari 2022.
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c) 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15 warna Silver Dirampas
untuk dimusnahkan;
Menetapkan Terdakwa (RA) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Amar Putusan

a.

Menyatakan Anak (RA) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana
diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat;

. Membebaskan Anak oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya;

. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

a) 1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna ungu muda polos dan ada
bercak darah;

b) 1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna
hitam dan putih dan ada bercak darah; Dikembalikan kepada Anak
Korban;

c) 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15 warna Silver
Dikembalikan kepada Anak;T

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

kepada Negara;
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B. Landasan Teoritik
a. Pemerkosaan dalam Qanun Aceh dan KUHP
a) Pengertian pemerkosaan secara umum

Kata pemerkosaan berasal dari kata latin rapere yang berarti mencuri,
memaksa, menyita atau mengambil. Pada zaman dahulu, tindak pidana
perkosaan sering dilakukan untuk mendapatkan istri, dan tindak pidana
perkosaan tidak hanya persetubuhan, melainkan segala macam penyerangan
terhadap alat kelamin yang dilakukan pelaku terhadap korban melalui
kekerasan dan pemaksaan. Pemerkosaan adalah pelanggaran seksual yang
dilakukan ketika seseorang memaksa orang lain untuk berhubungan seks
dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina, dengan paksaan atau
kekerasan.!’

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata
rape yang berarti memperkosa atau melukai dengan kekerasan. Sementara
itu, perkosaan diartikan sebagai suatu proses, cara melakukan perkosaan
atau melanggarnya dengan kekerasan.'® Pemerkosaan ditandai dengan

penetrasi penis ke dalam liang vagina saat berhubungan seksual, disertai

7 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita,
(Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), him. 97.

18 M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama,
2010, him. 28
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dengan ancaman terhadap korban dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh
pelaku.®
b) Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh

Pengertian pemerkosaan dalam Qanun Aceh adalah hubungan seksual
terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau
benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban
dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku,
dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.?

Qanun Jinayat mengatur mengenai sanksi terhadap jarimah
pemerkosaan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56, namun dalam skripsi
ini penulis hanya membahas Pasal 48, 49, dan Pasal 50, yang masing-
masing berbunyi:

Pasal 48

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan
dianan dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua
puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali, atau
denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas
murni, atau paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram

emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima)
bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”?!

Pasal 49

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan
terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancan
dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500

19 Emprints Walisongo, “Tindak Pidana Pemerkosaan”, diakses pada situs,
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3819/3/102211026 Bab2.pdf diakses pada tanggal 15 Agustus
2022, pukul 17.30 wib

20 pasal 1 Angka 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

21 |ihat ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat


https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3819/3/102211026_Bab2.pdf
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(seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram
emas murni, atau penjara paling singkt 150 (seratus lima puluh) bulan,
paling lama 200 (dua ratus) bulan.”?2

Pasal 50

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan
‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling
banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (serib.u lima
ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas
murni, atau penjara paling singkt 150 (seratus lima puluh) bulan, paling
lama 200 (dua ratus) bulan.”?

Menurut Syafrudin kekerasan seksual atau perkosaan merupakan
bagian dari kekerasan seksual, disini kekerasan seksual merupakan bagian
dari kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang.,?* Perempuan
biasanya menjadi sasaran kekerasan.

Menurut Marcheyla Sumera, pelecehan seksual disebut juga sexual
harassmen, yaitu penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki
yang merugikan salah satu belah pihak karena melecehkan, merendahkan
harkat dan martabat kemanusiaannya..?®

¢) Pemerkosaan dalam KUHP

Isitilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dari hukum

pidana Belanda yaitu “Strafbaar feit” istilah ini terdapat dalam Wetbook van

Starfrecht, Strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan

22 |_ihat ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

23 Lihat ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

24 Syafrudin dan Mariam, Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), him. 321.

25 Marcheyla Sumera. “Perbuatan Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”. Jurnal
skripsi-lex et societatis, vol. I. No. 2, April-Juni, him, 43-44.
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pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubugan dengan kesalahan dan
dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.

Vos merumuskan definisi Strafbaar feit adalah een menselijke
gedraging, waarop door wet starf is gesteld (perbuatan pidana adalah suatu
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan).?® Menurut Moejatno memberi definisi terkait perbuatan pidana
ialah, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan
pidana barangsiapa melanggar larangan itu.?’

Sebaliknya, Pasal 289 KUHP mengatur bahwa barang siapa
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau
membiarkan seseorang melakukan perbuatan asusila diancam dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun karena melanggar kesusilaan.
Menurut R. Soesilo, menurut Pasal 289 KUHP, perbuatan asusila dipahami
sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kepatutan) atau
perbuatan jahat yang semuanya berkaitan dengan hawa nafsu, misalnya.
Mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan segala

macam tindakan mesum.?®

26 E Y, Kanter, ” Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta, 1992,
him. 187

27 Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, him. 56

28 Indonesia judiacial Reseach Society, “Tertinggal Zaman Pemaknaan Pemerkosaan Dan
Pencabulan Dalam Hukum Di Indonesia”, diakses melalui situs, http://ijrs.or.id/, tertinggal — zaman —
pemaknaan — perkosaan — dan — pencabulan - dalam — hukum di Indonesia, diakses pada hari minggu,
tanggal 14 Agustus 2022, pukul 15.20 wib


http://ijrs.or.id/

24

b. Pidana dan Pemidanaan
a) Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan aturan tertulis yang mengatur
tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan hukuman tertentu.
Sanksi dijatuhkan pada saat perbuatan yang dilarang tersebut benar-benar
dilakukan. Ide dasar di balik pembuatan aturan ini adalah bahwa setiap orang
harus bertanggung jawab atas tindakannya, anak di bawah umur dan orang
sakit jiwa tentu saja dikecualikan.?®

Di Indonesia sumber hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-
undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum (lex generalis) dan juga
peraturan perundangan lainnya di luar KUHP vyaitu sebagai aturan khusus
(Lex Spesialis). Hukum pidana juga memuat ketentuan yang memberikan
sanksi dan larangan terhadap pelaku yang menghadapi siksaan fisik sebagai
hukuman.®® Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang, yang pelarangannya mengandung ancaman (akibat) berupa
tindak pidana tertentu terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana
tersebut.

Bagi sebagian masyarakat umum (istilah yang digunakan untuk

mereka yang tidak terikat hukum), membaca tentang berbagai arti kejahatan

29 Setiyono, “Menghadapi Kasus Pidana”, Raih Asha Sukses, Depok, 2010, him.10
%0 Ismu Gunadi, “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, PT Fajar Interpratama
Mandiri, Jakarta, 2014, him.7.
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terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya, dalam literatur kriminal
Moeljatno, istilah kejahatan pada dasarnya merupakan ungkapan yang
berasal dari terjemahan kata Belanda strafbaarfeit, yang kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia..3! Istilah pertanggungjawaban
pidana berurusan dengan tindakan atau kegiatan di mana orang memiliki hak
dan kewajiban seperti tindakan ilegal atau kejahatan untuk keuntungan orang
lain. Perbuatan yang dilarang dapat dipidana dengan undang-undang bagi
siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Tidak ada penjelasan tentang
tindak pidana dalam peraturan Indonesia.

Strafbaarfeit menurut Simons, adalah tindak pidana yang melanggar
hukum dan erat hubungannya dengan kesalahan orang yang bertanggung
jawab atas perbuatannya.®?> Sedangkan menurut Van Hamel, strafbaarfeit
adalah tingkah laku orang-orang yang dibentuk oleh ketentuan-ketentuan
hukum, yang melanggar hukum dan pantas dihukum serta melakukan
kesalahan.®

Bahkan kedua ahli di atas masih mengeratkan unsur kesalahan dalam
pengertian tindak pidana itu sendiri. Bagi mereka setiap perbuatan adalah
tindak pidana jika di dalamnya terdapat kesalahan.

1) Unsur-unsur Tindak Pidana

31 Ibid, him. 36.

82 Chairul Huda, “Dari tiada pidana tanpa kesalahan Menuju kepada tiada
Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", Kencana, Jakarta, 2008, him. 27.

33 Ibid, him.7.
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Unsur-unsur kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu unsur
subyektif dan unsur obyektif. Elemen objektif adalah: tindakan orang,
konsekuensi yang terlihat dari tindakan, tindakan dapat berhubungan
dengan keadaan tertentu. Sedangkan unsur subyektifnya adalah:
seseorang yang dapat bertanggung jawab atas kesalahan. Tindakan yang
diambil sebagai akibat dari kesalahan ini dapat berhubungan dengan
konsekuensi dari tindakan atau keadaan di mana tindakan tersebut
diambil.
b) Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan
Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan
masyarakat secara keseluruhan dari perbuatan-perbuatan yang mengancam
atau bahkan merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh kelompok
maupun perorangan.®* Pada dasarnya tujuan utama hukum pidana, sesuai
dengan sifat hukum pidana publik adalah untuk melindungi kepentingan
masyarakat secara keseluruhan dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh
individu atau organisasi tertentu.
Hukuman adalah perasaan tidak nyaman yang dijatuhkan hakim
kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Dalam Bahasa
Belanda dikenal satu istilah straf untuk hukuman dan pidana. Sarjana hukum

Indonesia membedakan dua istilah tersebut, Istilah hukuman merupakan

% 1bid, him.7.
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kata yang umum dan konvensional digunakan, dapat mempunyai arti yang
luas dan berkonotasi yang luas juga. Istilah itu tidak hanya digunakan dalam
hukum saja tetapi juga dalam pendidikan agama dan sebagainya. Oleh
karena pidana mempunyai arti yang lebih khusus maka diperlukan
pembatasan pengertian untuk menunjukkan ciri khas tersebut. Pidana
merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan
hukum perdata.®®

Menurut Prof. Sudarto, S. H. yang dimaksud dengan pidana adalah
suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang
memenuhi syarat tertentu tertentu.3® Ada sebab tertentu sehingga seseorang
dapat dibebani suatu penderitaan. Prof. Ruslan Shaleh pidana adalah reaksi
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan
oleh negara pada pembuat delik itu.®’

Dari kedua pendapat diatas bahwa pidana adalah suatu penderitaan
atau nestapa yang diperuntukan oleh negara terhadap orang yang diangap
memenuhi persyaratan tertentu sebagai akibat dari perbuatannya yang

dilarang. Dapat dipastikan bahwa seorang baru dapat dijatuhi pidana apabila

35 Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi) ”, Jakarta, Sinar Grafika, 2000,
hal. 27.

36 Muliadi dan Barda Nawawi, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, Edisi-2, Bandung, PT.
Alumni, 1998, him. 2.

37 Ibid.
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telah melanggar hal yang dilarang, serta memenuhi syarat tertentu yang
dirumuskan undang-undang.

Secara teori, pemidanaan dapat di bagi ke dalam 3 (tiga) kelompok:

Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), yang menurut teori

ini, seseorang dihukum karena kejahatan atau tindakan kriminal. Kejahatan

merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada pembalasan bagi mereka yang

melakukan kejahatan.®® Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau
terjadinya kejahatan itu sendiri.

Andi Hamzah mengutip pendapat VVos yang mengatakan bahwa teori
absolut ini terbagi menjadi balas dendam subyektif dan balas dendam obyektif.
Balas dendam subyektif adalah balas dendam atas kesalahan pelaku, sedangkan
balas dendam objektif adalah balas dendam atas apa yang telah diciptakan
pelaku di dunia luar. Jadi ada hukuman untuk pelanggaran, ada juga hukuman
karena mendorong hukuman itu.

Teori relatif atau tujuan (Doeltheorien), menurut teori ini, penjatuhan pidana
tidak harus memenuhi syarat keadilan yang mutlak.®® Teori ini mencari dasar
hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu
tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Ada tujuan pencegahan agar orang
lain tidak melakukan yang pelaku lakukan (prevensi umum), juga memperbaiki

pelaku mencegah agar dia tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus).

38 |bid, him. 10.
39 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, him. 31.
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3) Teori gabungan (verenigingstheorien), menurut teori ini harus ada

penyeimbangan antara pembalasan dan prevensi.®® Van Bamelen, yang
menganut teori gabungan ini, mengatakan: Seorang penjahat mencoba untuk
membalas kesalahan dan melindungi masyarakat. Tujuan dari langkah-langkah
ini adalah untuk mengamankan dan mempertahankan tujuan. Jadi tujuan
kejahatan dan tindakan adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali ke
masyarakat.

Teori gabungan ini berfokus pada balas dendam dan pertahanan tatanan
sosial. Artinya hukuman adalah pembalasan karena hukuman dilakukan untuk
kejahatan, yaitu. untuk tindakan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan
adalah sifat kejahatan, bukan tujuannya. Demikian pula, pertahanan tatanan
sosial tidak bisa lebih sulit daripada yang ditimbulkannya, dan manfaatnya

tidak bisa lebih besar dari yang seharusnya.

0 1bid.
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ANANALISA HUKUM TINDAK PIDANA JARIMAH PADA PUTUSAN
NOMOR 1/IJN.ANAK/2022/MS.BPD

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Bpd
Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor
REG.PERKARA: PDM-15/BLP/02/2022 tertanggal 12 Mei 2022, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak (RA) telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah menurut hukum “Yang dengan sengaja melakukan
Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam
Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak (RA) dengan pidana penjara
selama 60 (enam puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Kelas Il Banda Aceh dengan dikurangkan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa Anak;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar celana dalam Anak warna ungu muda polos dan ada
bercak darah;

b. 1 (satu) lembar celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna
hitam dan putih dan ada bercak darah;

c. 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15 warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa (RA) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah;*

Kemudian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum
Anak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 30

Mei 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa dan

41 Putusan Mahkamah Syar”iyah Blangpidie Nomor 1/JN. Anak/2022/MS. Bpd, hlm. 58.

30
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meminta anak untuk dibebaskan dan apabila hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil adilnya.

Atas pembelaan (Pledoi) sekaligus permohonan yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum Anak tersebut selanjutnya Penuntut Umum melalui replik secara
tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 menyatakan
tetap pada tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Anak melalui duplik secara
tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juni 2022 menyatakan
tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut.

Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam
Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini,
sehingga guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

a) Anak saat ini masih berusia 15 tahun lebih, dan saat kejadian tersebut juga
berusia 14 tahun (masih dibawah umur);

b) Anak Korban yang bernama (SW) saat ini usia 7 tahun lebih, dan saat
kejadian tersebut juga berusia 7 tahun (masih di bawah umur);

c) Anak mengenal Anak korban (SW);

d) Anak bersama ketiga kawannya yang bernama Rasya, Izmi dan Rendi
bermain game free fire;

e) Anak bersama ketiga kawannya yang bernama Rasya, Izmi dan Rendi
mengantar barang belanjaan di toko paman anak ke Gampong Rumoh
Panyang, Gampong Lhok Gajah dan Kampung Baru kemudian setelah
selesai mengantar barang-barang tersebut dan mengembalikan becak motor
kepada Nek Man lalu Anak dan ketiga kawannya pergi ke pesantren untuk
gotong royong persiapan maulid nabi dan pada saat Anak dan ketiga

kawannya sampai di pesantren, adzan Ashar sudah berkumandang lalu Anak
Saksi dan anak shalat Ashar terlebih dahulu;
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f) Anak korban dan ibunya mencari tisu yang telah dibuang oleh anak korban

di got depan rumah anak namun tidak berhasil menemukan tisu tersebut;

g) Anak didakwa oleh Penuntut Umum atas jarimah pemerkosaan terhadap

Anak korban;

h) Anak tidak mengakui telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak
korban (SW);

i) dalam kasus ini belum pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga
anak maupun pihak keluarga anak korban;*?

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah
Anak dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang
didakwakan kepadanya.

Karena perkara ini merupakan perkaran anak maka disidangkan oleh hakim
Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd
tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan agenda pembacaan putusan sela atas
eksepsi dari Penasehat Hukum Anak dan oleh karena perkara ini merupakan
perkara dengan pembuktian yang sulit maka sidang dilanjutkan dengan Majelis
Hakim berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd
tanggal 14 Maret 2022 mulai dari agenda pembuktian Penuntut Umum,
Pembuktian Penasehat Hukum Anak dan Tuntutan dari Penuntut Umum tetapi
oleh karena salah seorang Hakim Anggota melaksanakan cuti melahirkan maka
pemeriksaaan perkara sejak agenda pledoi Penasehat Hukum Anak, Replik
Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum Anak dilaksanakan oleh Hakim

Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

tanggal 13 Juni 2022.

42 pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN. Anak/2022/MS. Bpd, him. 59.
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Untuk menentukan apakah Anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi
‘uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh
perbuatan Anak yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Barang bukti;

Surat;

Bukti elektronik;
Pengakuan terdakwa;
Keterangan terdakwa.*®

Noook~owhE

Sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana
dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat, sebagai berikut:

“Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim
memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah,
bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya, kecuali pada jarimah zina”.*

Sesuai dengan Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat berbunyi: “Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara

pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

43 Lihat ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat.
44 Lihat ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
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Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) berbunyi:

1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
C. surat;

d. petunjuk;

e.

keterangan terdakwa;*

Berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan
perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Anak, ternyata Anak berdomisili
dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, maka secara formal
perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie untuk
mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat.

Anak didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan
jarimah pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Anak melanggar Pasal 50
Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-

unsur sebagai berikut:

4 Lihat ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
3. Unsur Terhadap Anak;
Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan ‘“‘setiap orang” adalah orang yang melakukan
jarima di daerah Aceh. Ditujukan kepada orang-orang hukum yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama sehat jasmani
dan rohani (sehat/tidak gila) dan tidak di bawah tekanan atau paksaan.

Unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang
beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan
pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana
ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Anak di depan persidangan telah membenarkan indentitasnya yang
tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan
unsur “setiap orang ““ disini adalah (RA), dan di depan persidangan para saksi
juga telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan Anak sendiri telah
mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak
yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut
Umum dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila);
Kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan,

hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Anak dalam persidangan, namun
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untuk menentukan apakah benar Anak adalah subjek hukum dari suatu jarimah
perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan jarimah
pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga
apabila jarimah yang dilakukan Anak memenuhi semua unsurunsur dari
dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur “setiap orang”
tersebut telah terpenuhi.

. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti
mengerti/ paham akan apa yang dilakukan. Mengacu pada 2 teori tentang
pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, maka
pengertian sengaja yaitu merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang
diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh
pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja menyangkut sikap batin
pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud
perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan
keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yakni Anak korban
(SW) yang diajukan Penuntut Umum masih di bawah umur memberikan
keterangan tanpa disumpah, walaupun keterangan anak korban tersebut
mengalami langsung ketika jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Anak
kepada Anak korban, namun keterangan Anak korban tersebut tidak dapat

menjadi alat bukti sah dalam perkara ini karena Anak korban belum memenuhi
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syarat formil untuk didudukkan sebagai Saksi di persidangan dan keterangan
yang diberikan oleh Anak korban tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti sah
lainnya.

Saksi 111, Saksi 1V dan saksi V memberikan keterangan di bawah sumpah
namun pengetahuan Saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan perkara ini
adalah bahwa ketiga Saksi hanya mendengar pernyataan dari Anak Korban
tanpa melihat langsung kejadian atau peristiwa pemerkosaan tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat dan Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi ialah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri. Namun ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum
hanya mendengar pernyataan dari Anak Korban tanpa melihat, mendengar dan
mengalaminya sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa keterangan yang
disampaikan oleh ketiga saksi tersebut termasuk testimonium de auditu dan
tidak dapat diterima keterangannya.

Saksi I, Saksi Il dan Saksi VI memberikan keterangan di bawah sumpah
yang mana keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dimana Anak
pada hari itu sedang bermain game dengan ketiga kawannya dan selepas sholat
jum’at Anak ditemani dengan ketiga kawannya tersebut mengantarkan barang

belanjaan saksi | ke rumahnya atas permintaan dari bibi anak.
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Anak melalui Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan saksi a de
charge yakni saksi | dibawah sumpah menerangkan bahwa anak saksi yang
bernama Rasya pada hari kejadian bermain bersama dengan anak dari pagi
sampai menjelang sholat jum’at serta rumah anak terbuat dari papan kayu dan
berdempetan dengan beberapa rumah sehingga jika ada orang yang berteriak di
dalam rumah tersebut maka akan terdengar kerumah lainnya, keterangan saksi
| tersebut saling bersesuai dan diperkuat dengan keterangan Saksi VI dan Saksi
VII.

Anak melalui Penasihat Hukumnya juga menghadirkan kawan Anak
sebagai saksi a de charge yakni Anak Saksi I, Anak Saksi Il dan Anak Saksi
I11, dimana ketiga anak saksi tersebut pada hari kejadian bersama dengan Anak
dari pagi hari hingga sore hari dan ketiga anak saksi juga tidak melihat bahwa
Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban walaupun ketiga anak
saksi tersebut tidak disumpah dalam memberikan keterangannya namun
keterangan ketiga anak saksi tersebut diperkuat keterangan dari saksi VI, Saksi
I11 dan Saksi VII. Serta keterangan Saksi V111 dan Suid Salami bin Muhammad
Kasim yang saling bersesuaian yang melihat Saksi Il berserta anak korban
mencari tissue di depan got rumah Anak namun tidak menemukan tissue
tersebut dan Saksi 11l juga menerangkan hal yang demikian.

Saksi Ahli bernama Dr. Muhammad Igbal Sp.OG bin Bakhtiar
menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban (SW)

mengalami luka robek pada vaginanya yang berdasarkan keterangan korban
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diakibatkan karena pemerkosaan yang ia alami, berdasarkan keilmuannya Saksi
menerangkan bahwa korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda
tumpul namun Saksi tidak dapat memastikan jenis atau bentuk benda tumpul
yang merusak vagina korban, sehingga keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup
bagi Hakim untuk dijadikan petunjuk karena tidak ada satu alat bukti sah yang
dapat menguatkan keterangan Saksi Ahli tersebut untuk menyatakan anak telah
melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

Saksi Ahli bernama Diah Pratiwi, S.Psi. menerangkan yang pada
pokoknya membenarkan bahwa korban (SW) mengalami trauma yang
berdasarkan keterangan korban diakibatkan karena pemerkosaan yang ia alami,
berdasarkan keilmuannya Saksi menerangkan bahwa korban tidak terlihat
sedang berbohong, namun keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi Hakim
untuk dijadikan petunjuk karena tidak ada satu alat bukti sah yang dapat
menguatkan keterangan Saksi Ahli tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satu alat bukti
yang sah pun di persidangan yang dapat meyakinkan bahwa Anak dengan
sengaja telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban (SW), sehingga
Hakim berkeyakinan unsur dakwaan ini tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu
unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka Hakim tidak perlu
mempertimbangkan unsur-unsur lainnya.

Berdasarkan maksud Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya “Hakim dilarang menjatuhkan
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‘Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan
paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar
telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada
jarimah zina”.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan
terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
sehingga Anak harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Karena Anak
dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan
hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Karena perkara ini masuk kategori anak, baik korban ataupun pelakunya,
sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim memperhatikan hakikat dari
perlindungan terhadap anak maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar berbanding lurus serta
selaras untuk melindungi anak, serta hak-haknya. Undang-undang ini
menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang terus dilakukan untuk
melindungi hak-hak anak, kegiatan tersebut harus berkesinambungan dan
ditujukan untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya hak-hak anak. Anak-

anak, secara fisik, mental, emosional dan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah
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untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak yang diharapkan
dapat membentuk generasi penerus bangsa.

Selanjutnya sebelum Hakim menjatuhkan uqubat terhadap Anak, maka
akan dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai Kemasyarakatan
(BAPAS) Kelas 1l Nagan Raya, yang pada bagian saran tersebut menyarankan
jika Anak dipidana dengan AKOT (Anak Kembali ke Orangtua) atau pidana
peringatan, pidana dengan syarat dan pelatihan kerja sesuai dengan pasal 71
ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ UU RI No. 11/2012 tentang SPPA,
Pembimbing Kemasyarakatan siap mengawasi dan mendampingi Anak, apabila
Anak dijatuhi pidana Pembinaa dalam Lembaga atau penjara sesuai dengan
pasal 71 ayat (1) huruf d dan huruf e UU RI No. 11/2012 tentang SPPA,
Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan/ memohon kepada Hakim
agar anak dipenjara/ dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Banda Aceh, karena apabila dipenjara di Lapas (Lembaga Permasyarakatan)
dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis anak yang buruk mengingat
usianya yang masih belia serta memberikan pemahaman tentang norma hukum
dan agama agar Anak tidak terjerumus ke hal yang negatif dan melakukan
pengawasan yang lebih ketat kepada Anak terutama dalam pergaulan sehari-
hari agar klien di batasi dalam pengaruh buruk media dan lingkungan.

Berdasarkan saran dari Bapas Kelas || Nagan Raya tersebut, Hakim selain

memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga
memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,
yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini.

Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna ungu
muda polos dan ada bercak darah dan 1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang
bermotif garis-garis warna hitam dan putih dan ada bercak darah dikembalikan
kepada Anak Korban dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15
warna Silver dikembalikan kepada Anak.

Karena Anak dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002
tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut di atas mengenai tidak
sahnya alat bukti dalam persidangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena dalam pasal

tersebut jelas ditegaskan bahwa:
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1) Alat bukti yang sah ialah:
keterangan saksi;
keterangan ahli;

surat;

petunjuk;

keterangan terdakwa;*®

®o0 o

Sedangkan dalam kasus antara korban (SW) dan anak pelaku (RA) jelas
alat bukti yang ditampilkan di persidangan antara lain ialah:
1. Visusm Et Repertum (Alat bukti surat)
2. Keterangan ahli Psikologi
3. Keterangan korban Anak
B. Analisa Hukum Dalam Putusan Nomor 1/IJN.ANAK/2022/MS.Bpd
Adapun putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah sebagai
berikut:

1. Menyatakan Anak (RA) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam
Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Membebaskan Anak oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
a. 1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna ungu muda polos dan ada bercak
darah,
b. 1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna hitam
dan putih dan ada bercak darah;
Dikembalikan kepada Anak Korban,
c. 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15 warna silver
Dikembalikan kepada Anak;
d. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
kepada Negara.*’

no

46 Lihat ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
47 Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.
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Mengacu pada putusan di atas menurut penulis, Hakim Mahkamah Syar’iyah
Blangpidie telah salah dalam menmberikan putusan. Dalam hal ini merujuk pada
Alat Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai untuk membuktikan
terjadinya tindak Pidana, yaitu Pasal 184 ayat KUHAP berbunyi:

1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
C. surat;

d. petunjuk;

e.

keterangan terdakwa;*®
Kemudian Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum
Acara Jinayat, yang berbunyi:
“Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim
memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah,
bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya, kecuali pada jarimah zina”.*°
Dari ketentuan di atas, Hakim perlu memperoleh keyakinan dari alat bukti
yang sah tersebut bahwa telah terjadi Tindak Pidana, dan keyakinan hakim saja
tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-
kurangnya dua (2) alat bukti. Ada 2 (dua) syarat untuk mencapai hasil pembuktian

guna dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dan tak terpisahkan namun berbeda,

di antaranya:

48 Lihat ketentuan Pasal 184 ayat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4 Lihat ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
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1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Maksud
alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP.

2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh
keyakinan. Ada tiga macam/ tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim
dari pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut.
Hakim yakin tindak pidana benar telah terwujud, yakin terdakwa
melakukannya. dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.

Mengenai syarat yang pertama, hal sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,
bukanlah berarti jenisnya yang harus dua, seperti 1 orang saksi (keterangan saksi)
dan lainnya keterangan terdakwa atau surat, tetapi yang dimaksud sekurang-
kurangnya 2 alat bukti yang sah, adalah bisa saja terdiri dari 2 alat bukti yang sama
jenisnya, misalnya saksi A dan saksi B yang menerangkan hal yang sama.
Mengenai syarat kedua, keyakinan hakim. Keyakinan hakim haruslah dibentuk
atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua (2) alat bukti yang
sah. Sebagaimana diatas telah diterangkan, bahwa ada tiga keyakinan hakim yang
harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal dua alat bukti yang sah tadi.

Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh JPU. Kedua, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya.
Ketiga, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu

dapat dipersalahkan kepadanya. Tiga syarat keyakinan hakim yang dibentuk itu
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sifatnya bertingkat, tidak dapat dipisahka dan suatu kebulatan, tetapi dapat
dibedakan.

Keyakinan pertama adalah keyakinan tentang terjadinya tindak pidana, artinya
keyakinan terhadap sesuatu kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari
dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa
tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut
bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan
meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang
memenuhi syarat minimal yakni dari dua (2) atau lebih alat bukti yang sah.
Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa, tetapi diperlukan
pula dua keyakinan berikutnya.

Keyakinan yang kedua tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga
keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai
hal yang objektif yang disubyektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif
yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif. Namun, mengenai keyakinan
hakim yang ketiga, bisa jadi berlainan dengan keyakinan yang pertama dan kedua.

Pada keyakinan hakim yang ketiga, yakni keyakinan tentang terdakwa
bersalah dalam hal melakukan tindak pidana; bisa terjadi terhadap dua hal/unsur,
ialah pertama hal yang bersifat objektif dan kedua hal/unsur. yang bersifat
subyektif. Keyakinan tentang hal yang objektif adalah keyakinan hakim tentang

kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar hal-hal yang bersifat objektif. Hal-
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hal yang bersifat objektif ini adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan
tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka
hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang
subyektif, adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas
dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa.

Tiga tingkat/macam keyakinan hakim tersebut mutlak sifatnya. Tidak
terbentuk salah satu keyakinan saja, misalnya dari dua alat bukti yang sah hakim
yakin tindak pidana benar telah terjadi, dan keyakinan kedua benar terdakwa yang
melakukannya. Akan tetapi, apabila keyakinan pada tingkat yang ketiga tidak
dipenuhi, artinya hakim tidak yakin terdakwa bersalah dalam melakukan tindak
pidana yang didakwakan, baik karena adanya fakta-fakta hukum yang masuk pada
alasan pemaaf maupun alasan pembenar, baik yang ada dalam UU maupun diluar
UU seperti tiadanya kesalahan atau hapusnya sifat melawan hukum perbuatan
secara materiel, (dalam fungsinya yang negatif), maka pidana tidak akan
dijatuhkan. Melainkan menjatuhkan pelepasan dari tuntutan hukum. Segala
sesuatu mengenai tiga tingkat keyakinan hakim tadi adalah masuk kedalam hukum
pembuktian. Walaupun sebenarnya masih dapat dipandang sebagai alasan untuk
menjatuhkan pidana, karena dari norma rumusan Pasal 183 ayat (1) dapat
menimbulkan penafsiran yang demikian. Khususnya dari kalimat “tidak boleh
menjatuhkan pidana kecuali apabila”. Maka tidak salah apabila norma Pasal 180
Qanu Hukum Acara Jinatat dipandang sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan

pidana.
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Keyakinan hakim masuk ruang lingkup kegiatan pembuktian dapat diterima
apabila kegiatan pembuktian tidak dipikirkan dan dipandang semata- mata sebagai
sesuatu pekerjaan untuk membuktikan saja, tetapi untuk membuktikan dalam
usaha mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yakni menarik amar
putusan oleh hakim. Artinya, menarik keyakinan adalah bagian dari proses untuk
mengambil kesimpulan tentang terbukti ataukah tidaknya tindak pidana yang
didakwakan JPU. Dilanjutkan menarik kesimpulan tentang keyakinan terdakwa
ataukah bukan terdakwa yang melakukannya, dan kemudian menarik kesimpulan
tentang keyakinan tentang terdakwa bersalah ataukah tidak dalam hal itu.

Menurut sistem pembuktian menurut UU secara negatif (negatif yang
terbatas) ini hakim tidak boleh menyatakan sesuatu terbukti apabila tidak disertai
keyakinan tentang terbukti objek apa yang dibuktikan itu in casu tiga tingkat
keyakinan tadi. Artinya, atas fakta-fakta hukum dari minimal dua alat bukti dalam
persidangan - tidak boleh menarik kesimpulan sebagai terbukti, bila penarikan
kesimpulan itu tidak melalui penilaian subyektif hakim terlebih dulu yang
namanya keyakinan tersebut.

Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian
yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat
janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan
sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi

dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada
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ruang lingkup pemidanaan, khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan
pidana.

Kemudian dapatlah dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah
tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana
tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja
adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah.

Adapun hal-hal yang membuktikan terdakwa secara sah dan meyakinkan
bersalah adalah:

1. Selaput darah tampak robekan tidak beraturan arah jarum jam 1. 9 dan 12;

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum Nomor:
03/VER/1/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.
Muhammad Igbal, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban.
Dengan kesimpulan ditemukan luka robek tidak beraturan pada selaput darah
akibat ruda paksa tumpul.

2. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan Ahli Psikologis tanggal 02 Januari
2022 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog telah dilakukan
pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan psikologis:

5. Kondisi psikologis subjek pada saat pemeriksaan dilakukan:

a. Subjek terlihat masih terus teringat peristiwa kekerasan seksual
tersebut
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b. Saat bercerita Subjek terlihat marah dan benci pada pelaku.

6. Gangguan psikologis yang dialami subjek pasca peristiwa tersebut:

a. Indikasi trauma psikologis pada subjek dengan symptom-symptom
sebagai berikut; Subjek mengalami gangguan tidur berupa mengigau,
mimpi buruk, menendang-nendang sambil tidur, terus terbayang-
bayang peristiwa tersebut, perasaan marah dan benci pada pelaku.

b. Indikasi psikosomatis berupa demam dan mencret serta sakit pada
vagina pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut.>

Melalui kutipan putusan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Syar’iyah Blangpidie tersebut penulis melihat Majelis Hakim tidak sesuai
dengan aturan yang ada yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam menelaah dari
bukti-bukti yang telah diberikan oleh pihak korban, sehingga majelis hakim
menvonis terdakwa bebas dan terbukti tidak bersalah, dan jika dilihat dari hasil
Visum et Repertum vyaitu alat bukti surat dalam bentuk surat hasil
pemeriksaandari dokter yang memeriksa yang penulis rasa sudah sangat
kongkrit dan valid untuk membuktikan bahwa pelaku anak telah melakukan
Tindak Pidana pemerkosaan.

Alasan penulis mengatakan hal tersebut di atas adalah sebab peranan
Visum et Repertum ialah salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan
dalam bentuk tulisan atau laporan, karena tidak mungkin jika bekas luka yang
2-3 hari sembuh sedangkan proses persidangan yang memakan waktu yag
sangat lama, maka melalui Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti surat
yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan. Kemudian

jika dilihat pada Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat menyatakan bahwa: “setiap

50 |_aporan Pemeriksaan Psikologis tanggal 02 Januari 2022.
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orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik
tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti
permulaan”.

Bukti permulaan disini bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan
dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat misalnya surat dan bukti
elektronik. visum et repertum atau vidio dapat dijadikan sebagai bukti
permulaan.

Terkait kekuatan hukum dari Visum et Repertum telah diatur dalam Pasal
184 KUHAP termasuk jenis bukti surat atau keterangan ahli. Visum et Repertum
dapat memiliki kekuatan yang mutlak. Bukankah dalam kasus Nomor: 1/JN.
Anak/2022/MS. Bpd terdapat bukti surat salah satunya adalah Visum et
Repertum. Argument penulis diperkuat berdasarkan dakwaan JPU jika
terdakwa secara jelas dan terbukti bersalah hal ini dibuktikan dengan hasil
Visum et Repertum serta kesaksian dari para saksi yang dipandang sangat kuat
dan dapat dipertanggunggjawabkan.

Melalui penjelasan di atas jelas bahwa visum et repertum mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam aspek pembuktian terutama di Aceh
yang mana visum et repertum merupakan alat bukti permulaan dan jika
kemudian Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie memvonis bebas terdakwa
disebabkan luka robek yang dijelaskan dalam bukti surat visum et repertum,

maka hal ini bertolak belakang dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil
kesimpulan bahwa:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd
mengenai alat bukti adalah keliru, dalam mempertimbangkan alat bukti yang
telah diajukan oleh pihak korban untuk membuktikan telah terjadinya Tindak
Pidana Jarimah dikarenakan hakim merasa bukti tersebut tidak cukup kuat,
padahal telah dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 180
Qanun Hukum Acara Jinayat. Adapun alat bukti yang ditampilkan dalam
persidangan ialah bukti surat (Visum Et Repertum), saksi ahli psikologi, dan
saksi anak korban. Ketiga bukti tersebut sudah sesuai dengan undang-undang
dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

2. Bahwa hakim telah salah dalam memberikan putusan karena jika dilihat dalam
Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,
alat bukti yang diajukan korban ke pengadilan sudah memenuhi syarat untuk
hakim mejatuhkan tindak pidana kepada pelaku Tindak Pidana Jarimah.
Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 184 ayat KUHAP bahwa alat bukti yang
diajukan di persidangan dengan keyakinan hakim, sudah memenuhi syarat

pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

48
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B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran:

1. Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan lebih memperhatikan
aturan hukum positif yaitu Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 180 Qanun
Hukum Acara Jinayat mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku jarimah
sehingga pelaku tidak mengulangi hal-hal yang serupa dan menjadi contoh
kepada orang lain.

2. Disarankan  kepada hakim dalam menjatuhkan putusan harus
mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan,
karena dalam persidangan jelas ditampilkan alat bukti visum et repertum yang
merupakan hasil pemeriksaan oleh dokter yang membuktikan bahwa anak
korban telah mengalami robekan akibat benda tumpul, yang kemudian bukti

tersebut dianggap sudah cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan

surat tuntutan Nomor REG.PERKARA: PDM-15/BLP/02/2022 tertanggal 12 Mei
2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Anak XXXXXX XXXXXX bin xxxxxxxxx telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum “Yang
dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak”
sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu
melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak XXXXXX XXXXXX bin

XXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 60 (enam puluh) bulan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Banda Aceh dengan
dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna

ungu muda polos dan ada bercak darah;

b. 1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang
bermotif garis-garis warna hitam dan putih dan ada bercak darah;

C. 1 (satu) unit Handphone merk Realme
type C15 warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa XXXXXX XXXXXX bin  XXXXXXXXX
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. 'sia b.  “aha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe ~ “ni  ~wihlik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h. Al terte...u masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sc_.an, he. la w1 terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakuras? sasiy termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi' nanit. 0 Me. mah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahag g.c .. Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1


mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut,

Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada
persidangan tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat
dengan tuntutan jaksa dan meminta anak untuk dibebaskan dan apabila hakim

berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) sekaligus permohonan
yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut selanjutnya Penuntut
Umum melalui replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan
tanggal 16 Juni 2022 menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan
Penasihat Hukum Anak melalui duplik secara tertulis yang disampaikan pada
persidangan tanggal 23 Juni 2022 menyatakan tetap pada
pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana
telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum
termuat di dalam putusan ini, sehingga guna menyingkat isi putusan ini
dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak saat ini masih berusia 15 tahun lebih, dan saat
kejadian tersebut juga berusia 14 tahun (masih dibawah umur);

- Bahwa benar Anak Korban yang bernama XxxXXxX XXXXXx Binti Xxxxxx
saat ini usia 7 tahun lebih, dan saat kejadian tersebut juga berusia 7 tahun
(masih di bawah umur);

- Bahwa benar Anak mengenal Anak korban Salwa;

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. 'sia b.  “aha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe ~ “ni  ~wihlik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h. Al terte...u masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sc_.an, he. la w1 terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakuras? fasiy termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi' nanitc. 'nMe. mah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahag g.c .. Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2


mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h. Al terte...u masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sc_.an, he. la w1 terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakuras’

Email : kepaniteraan@mahkamahag g.c ..

- Bahwa benar Anak bersama ketiga kawannya yang bernama Rasya,
Izmi dan Rendi bermain game free fire;

- Bahwa Anak bersama ketiga kawannya yang bernama Rasya, Izmi dan
Rendi mengantar barang belanjaan di toko paman anak ke Gampong
Rumoh Panyang, Gampong Lhok Gajah dan Kampung Baru kemudian
setelah selesai mengantar barang-barang tersebut dan mengembalikan
becak motor kepada Nek Man lalu Anak dan ketiga kawannya pergi ke
pesantren untuk gotong royong persiapan maulid nabi dan pada saat Anak
dan ketiga kawannya sampai di pesantren, adzan Ashar sudah
berkumandang lalu Anak Saksi dan anak shalat Ashar terlebih dahulu;

- Bahwa Anak Korban dan Ibunya mencari tisu yang telah dibuang oleh
anak korban di got depan rumah anak namun tidak berhasil menemukan
tisu tersebut;

- Bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum atas jarimah pemerkosaan
terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak tidak mengakui telah melakukan jarimah pemerkosaan
terhadap anak korban Salwa;

- Bahwa dalam kasus ini belum pernah diupayakan damai baik dari pihak
keluarga anak maupun pihak keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan
dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan
pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya,;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkaran anak maka
disidangkan oleh hakim Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Nomor
1/IN.Anak/2022/MS.Bpd tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan agenda
pembacaan putusan sela atas eksepsi dari Penasehat Hukum Anak dan oleh
karena perkara ini merupakan perkara dengan pembuktian yang sulit maka
sidang dilanjutkan dengan Majelis Hakim berdasarkan penetapan Majelis
Hakim Nomor 1/IN.Anak/2022/MS.Bpd Tanggal 14 Maret 2022 mulai dari
agenda pembuktian Penuntut Umum, Pembuktian Penasehat Hukum Anak dan

Tuntutan dari Penuntut Umum tetapi oleh karena salah seorang Hakim Anggota
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melaksanakan Cuti Melahirkan maka pemeriksaaan perkara sejak agenda
pledoi Penasehat Hukum Anak, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat
Hukum Anak dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim
Tunggal Nomor 1/IN.Anak/2022/MS.Bpd tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak dapat dinyatakan
bersalah dan dijatuhi ‘uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut
Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Anak yang didasarkan pada alat-alat
bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah
sebagai berikut:

Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Barang bukti;
Surat;

Bukti elektronik;

Pengakuan terdakwa;

N o okrwbde

Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum
Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut :

“Hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim
memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah,
bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor
7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: “Ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan
lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam
Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:
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a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik,
surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Anak,
ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah
Blangpidie, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah
Syar’iyah Blangpidie untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo
Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.
Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Anak didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak melanggar
Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum vyaitu perbuatan
Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;

3. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang
perseorangan yang melakukan jarimah di wilayah Aceh. Ditujukan kepada
subjek hukum vyang dapat dipertanggungjawabkan atas semua
perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila)

serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan.
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Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu

setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam
yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang
dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (¢) Qanun Aceh Nomor 6
tahun 2014;

Menimbang bahwa Anak di depan persidangan telah membenarkan
indentitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan
yang dimaksud dengan unsur “setiap orang “ disini adalah XXxXXX XXXXXX
bin xxxxxxxxx, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya dan Anak sendiri telah mengakui bahwa
Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya
sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam
kondisi sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila); Kepadanya dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat
dilihat dari sikap dan ucapan Anak dalam persidangan, namun untuk
menentukan apakah benar Anak adalah subjek hukum dari suatu jarimah
perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan jarimah
pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
sehingga apabila jarimah yang dilakukan Anak memenuhi semua unsur-
unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur “setiap
orang” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan
Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti

mengerti/ paham akan apa yang dilakukan;

Mengacu pada 2 teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak
dan teori pengetahuan, maka pengertian sengaja yaitu merupakan sikap
batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang
akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena
itu unsur sengaja menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga

untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;
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Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan oleh Penuntut
Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan
yakni Anak korban Xxxxxxx xxxxxx Binti Xxxxxx yang diajukan Penuntut
Umum masih di bawah umur memberikan keterangan tanpa di sumpah,
walaupun keterangan anak korban tersebut mengalami langsung ketika
jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak korban,
namun keterangan Anak korban tersebut tidak dapat menjadi alat bukti sah
dalam perkara ini karena Anak korban belum memenuhi syarat formil untuk
didudukkan sebagai Saksi di persidangan dan keterangan yang diberikan
oleh Anak korban tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxxxxxx binti Xxxxxx, Saksi Rusmida binti
Alm Muhammad Din dan saksi Xxxxxxxx bin Xxxxxx memberikan keterangan
di bawah sumpah namun pengetahuan Saksi-saksi yang berkaitan langsung
dengan perkara ini adalah bahwa ketiga Saksi hanya mendengar pernyataan
dari Anak Korban tanpa melihat langsung kejadian atau peristiwa
pemerkosaan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Qanun Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 1 angka 26 KUHAP
Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun ketiga saksi yang
dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya mendengar pernyataan dari Anak
Korban tanpa melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri sehingga dapat
dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh ketiga saksi tersebut
termasuk testimonium de auditu dan tidak dapat diterima keterangannya,;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxxx binti Alm. Xxxx xX, Saksi XXXXXX XXXXX
binti Xxxxxxxxx dan Saksi Xxxxxxxx binti x. xxxxx memberikan keterangan di
bawah sumpah yang mana keterangan ketiga saksi tersebut saling
bersesuaian dimana Anak pada hari itu sedang bermain game dengan ketiga
kawannya dan selepas sholat jum’at Anak ditemani dengan ketiga kawannya
tersebut mengantarkan barang belanjaan saksi Xxxxxxxx binti X. xxxxx ke

rumahnya atas permintaan dari bibi Anak;
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Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya juga telah
menghadirkan saksi a de charge yakni saksi Xxxxxxxx binti x. xxxxx dibawah
sumpah menerangkan bahwa anak saksi yang bernama Rasya pada hari
kejadian bermain bersama dengan anak dari pagi sampai menjelang sholat
jum’at serta rumah anak terbuat dari papan kayu dan berdempetan dengan
beberapa rumah sehingga jika ada orang yang berteriak di dalam rumah
tersebut maka akan terdengar kerumah lainnya, keterangan saksi XXXXXXxXx
binti x. xxxxx tersebut saling bersesuai dan diperkuat dengan keterangan
Saksi Xxxxxxxx binti xxxxx xxxxx dan Saksi XXxXXxxXx XXxxxbin XXxxXx.

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya juga
menghadirkan kawan Anak sebagai saksi a de charge yakni Anak Saksi
XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX binti XxxxxxxX, Anak Saksi XXxxX XXxX bin XXXxxx
dan Anak Saksi Xxxxx bin xxx xxxxx, dimana ketiga anak saksi tersebut pada
hari kejadian bersama dengan Anak dari pagi hari hingga sore hari dan
ketiga anak saksi juga tidak melihat bahwa Anak melakukan pemerkosaan
terhadap Anak Korban walaupun ketiga anak saksi tersebut tidak disumpah
dalam memberikan keterangannya namun keterangan ketiga anak saksi
tersebut diperkuat keterangan dari saksi Xxxxxxxx binti X. xxxxx, Saksi
XXXXXXXX  binti xxxxx XxxxxX dan Saksi Xxxxxxx Xxxxxbin Xxxxxx. Serta
keterangan Saksi Xxxxx binti xxxxxxxx dan Suid Salami bin Muhammad
Kasim yang saling bersesuaian yang melihat Saksi Xxxxxxxx binti XXxxxx
berserta anak korban mencari tissue di depan got rumah Anak namun tidak
menemukan tissue tersebut dan Saksi Xxxxxxxx binti Xxxxxx juga
menerangkan hal yang demikian.

Menimbang bahwa Saksi Ahli bernama Dr. Muhammad Igbal Sp.OG bin
Bakhtiar menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban
XXXXXXX XXXXXX Binti Xxxxxx mengalami luka robek pada vaginanya yang
berdasarkan keterangan korban diakibatkan karena pemerkosaan yang ia
alami, berdasarkan keilmuannya Saksi menerangkan bahwa korban
mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul nhamun Saksi tidak
dapat memastikan jenis atau bentuk benda tumpul yang merusak vagina

korban, sehingga keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi Hakim untuk
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dijadikan petunjuk karena tidak ada satu alat bukti sah yang dapat
menguatkan keterangan Saksi Ahli tersebut untuk menyatakan anak telah
melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang bahwa Saksi Ahli bernama Diah Pratiwi, S.Psi.
menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban Xxxxxxx
XXXXXX Binti Xxxxxx mengalami trauma yang berdasarkan keterangan korban
diakibatkan karena pemerkosaan yang ia alami, berdasarkan keilmuannya
Saksi menerangkan bahwa korban tidak terlihat sedang berbohong, namun
keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi Hakim untuk dijadikan petunjuk
karena tidak ada satu alat bukti sah yang dapat menguatkan keterangan
Saksi Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
tidak ada satu alat bukti yang sah pun di persidangan yang dapat
meyakinkan bahwa Anak dengan sengaja telah melakukan jarimah
pemerkosaan terhadap korban Xxxxxxx xxxxxx Binti Xxxxxx, sehingga Hakim
berkeyakinan unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tersebut
tidak terpenuhi maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur
lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 180 Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya “Hakim
dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh
keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu
jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah
melakukannya, kecuali pada jarimah zina”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka
Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Penuntut Umum sehingga Anak harus dibebaskan dari dakwaan

tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari semua dakwaan

Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kategori anak, baik
korban ataupun pelakunya, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim
memperhatikan hakikat dari perlindungan terhadap anak maupun tujuan dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, agar berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak, serta hak-
haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-
hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual
maupun sosial. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik
bagi anak yang diharapkan sebagai generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim menjatuhkan uqubat
terhadap Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil
Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai
Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas Il Nagan Raya, yang pada bagian saran
tersebut menyarankan jika Anak dipidana dengan AKOT (Anak Kembali ke
Orangtua) atau pidana peringatan, pidana dengan syarat dan pelatihan kerja
sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ UU RI No.
11/2012 tentang SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan siap mengawasi dan
mendampingi Anak, apabila Anak dijatuhi pidana Pembinaa dalam Lembaga
atau penjara sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d dan huruf e UU RI No.
11/2012 tentang SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan/
memohon kepada Hakim agar anak dipenjara/ dibina di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, karena apabila dipenjara di
Lapas (Lembaga Permasyarakatan) dikhawatirkan akan mempengaruhi
psikologis anak yang buruk mengingat usianya yang masih belia serta
memberikan pemahaman tentang norma hukum dan agama agar Anak tidak

terjerumus ke hal yang negative dan melakukan pengawasan yang lebih
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ketat kepada Anak terutama dalam pergaulan sehari-hari agar klien di batasi

dalam pengaruh buruk media dan lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Bapas Kelas Il Nagan Raya
tersebut, Hakim selain memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dan juga memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat, yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah
Syar’iyah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana dalam
Anak warna ungu muda polos dan ada bercak darah dan 1 (satu) Lembar
celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna hitam dan putih dan

ada bercak darah dikembalikan kepada Anak Korban dan 1 (satu) unit
Handphone merk Realme type C15 warna Silver dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka biaya perkara
dibebankan kepada negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10
Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lain yang berkaitan,
serta dan dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Anak XxXxXxXXX XXXXXX bin xxxxxxxxx tidak terbukti secara sah
dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap
anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 tentang Hukum Jinayat;

Membebaskan Anak oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
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Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya;

1 (satu) Lembar celana dalam Anak warna ungu muda polos dan ada

bercak darah;

1 (satu) Lembar celana pendek Anak yang bermotif garis-garis warna
hitam dan putih dan ada bercak darah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

1 (satu) unit Handphone merk Realme type C15 warna Silver
Dikembalikan kepada Anak;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis 21 Juli
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Reni
Dian Sari, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim
Tunggal Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd tanggal 13 Juni 2022, putusan
tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Aceh Barat Daya Muhammad Igbal, S.H. dan Adrian Vito Pratama, S.H.,
Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Klas |l Nagan Raya
Imam Maulana Masni, S.H., Penasehat Hukum Anak Reza Tanzil, S.Sy., Wali
Anak dan Anak;

Hakim Tunggal,
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Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.
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